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Abstract 

This study aims to examine the role of legal maxims in building consumer trust in halal-certified products in 

Indonesia. Given consumers' need for safe products that align with halal principles, the role of legal maxims 

becomes crucial in ensuring transparency and accountability within the halal certification process. This research 

employs a qualitative method with a juridical-normative approach, reviewing legal documents and regulations 

related to halal products along with supporting literature. Data collection techniques include literature review and 

interviews with legal experts and halal industry practitioners, while data analysis is conducted descriptively and 

analytically to understand the role and application of legal maxims in halal certification practices. This study 

utilizes theories of consumer trust and legal maxims in Islamic law, such as the principles of justice and honesty, 

which are relevant to building consumer trust in halal labeling. The findings indicate that the application of legal 

maxims within the halal certification process significantly enhances consumer trust in halal-certified products. 

Strong legal oversight of halal products increases consumer security and minimizes fraud risks. The academic 

contribution of this research lies in developing an understanding of the relevance of legal maxims within the 

growing halal market context. Recommendations from this study emphasize the importance of strengthening halal 

certification regulations by ensuring transparent and fair application of legal maxims. 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran legal maxim atau asas hukum dalam membangun kepercayaan 

konsumen terhadap produk bersertifikat halal di Indonesia. Dengan adanya kebutuhan konsumen terhadap produk 

yang aman dan sesuai dengan prinsip kehalalan, peran asas hukum menjadi krusial dalam memastikan transparansi 

dan akuntabilitas proses sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

yuridis-normatif, yang mengkaji dokumen hukum dan regulasi terkait produk halal serta literatur pendukung. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi 

industri halal, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami peran dan penerapan 

asas hukum dalam praktik sertifikasi halal. Penelitian ini memanfaatkan teori kepercayaan konsumen dan asas 

legal maxim dalam hukum Islam, seperti prinsip keadilan dan kejujuran, yang relevan dalam membangun 

kepercayaan konsumen terhadap label halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas hukum dalam 

proses sertifikasi halal secara signifikan berperan dalam memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk 

bersertifikat halal. Adanya pengawasan hukum yang kuat terhadap produk halal meningkatkan rasa aman 

konsumen dan meminimalisir risiko penipuan. Kontribusi akademik dari penelitian ini terletak pada 

pengembangan pemahaman akan relevansi asas hukum dalam konteks pasar halal yang terus berkembang. 

Rekomendasi penelitian ini mencakup pentingnya penguatan regulasi sertifikasi halal dengan memperhatikan 

penerapan asas hukum yang transparan dan adil.  

Kata Kunci : Asas Hukum, Kepercayaan Konsumen, Regulasi Halal, Sertifikasi Halal 

 

Pendahuluan 

 

Permintaan produk halal di pasar global terus meningkat seiring dengan tingginya 

kesadaran konsumen Muslim terhadap konsumsi makanan, minuman, dan barang yang 

memenuhi standar kehalalan. Sertifikasi halal menjadi mekanisme penting untuk menjamin 

bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Namun, meskipun telah diterapkan, 

kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi halal masih menjadi isu penting, terutama terkait 

keakuratan dan transparansi dalam proses sertifikasi. Banyak konsumen merasa skeptis 

terhadap validitas label halal yang disematkan pada produk komersial karena kurangnya 
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regulasi yang kuat dan pengawasan ketat terhadap standar tersebut (Ahmad & Razak, 2020; 

Tieman & Goh, 2019). 

Secara khusus, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim 

terbesar, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan proses sertifikasi halal yang 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan standar yang konsisten dan lemahnya 

pengawasan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang menimbulkan keraguan 

akan keabsahan produk bersertifikat halal (Rasyid & Hamzah, 2021). Hal ini diperparah 

dengan adanya produk yang beredar tanpa sertifikasi yang benar atau dengan label halal yang 

diragukan asal-usulnya. Kasus-kasus seperti ini mengakibatkan potensi penipuan konsumen, 

yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan mereka terhadap produk bersertifikat halal 

(Ismail & Arif, 2021). 

Adanya research gap antara harapan (das sollen) akan kepercayaan penuh dari 

konsumen terhadap produk bersertifikat halal dan kenyataan (das sein) yang menunjukkan 

adanya keraguan konsumen menjadi urgensi penelitian ini. Sementara beberapa penelitian telah 

membahas pentingnya sertifikasi halal bagi kepastian konsumen (Rahman et al., 2022; Fauzi 

et al., 2020), studi yang menyoroti peran legal maxim atau asas hukum dalam meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal masih terbatas. Dalam konteks ini, 

penelitian ini menempatkan diri untuk menjawab gap penelitian tersebut melalui analisis 

relevansi asas hukum dalam mendukung transparansi dan integritas sertifikasi halal. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran asas hukum dalam 

membangun kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal, serta memberikan 

rekomendasi yang mendukung implementasi sertifikasi halal yang transparan dan adil. Artikel 

ini berusaha memperkaya literatur terkait dengan memperkenalkan perspektif baru mengenai 

pentingnya asas hukum dalam proses sertifikasi halal, terutama untuk meningkatkan kepastian 

hukum dan kepercayaan konsumen di pasar halal Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran asas hukum atau 

legal maxim dalam memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal. 

Penelitian ini difokuskan di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim 

terbesar di dunia dan telah menerapkan regulasi sertifikasi halal secara nasional. Lokus 

penelitian ini unik karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, 

kosmetik, dan barang konsumsi lainnya memiliki sertifikasi halal, namun masih menghadapi 

berbagai tantangan dalam implementasinya. 

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: studi pustaka dan wawancara mendalam. 

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku, dan artikel 

yang relevan dengan asas hukum dan regulasi sertifikasi halal. Sementara itu, wawancara 

mendalam dilakukan dengan para ahli hukum, ulama, dan praktisi di industri halal untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan asas hukum dalam 

sertifikasi halal. 

Keabsahan data dijamin dengan teknik triangulasi sumber, yaitu mengkaji informasi 

dari berbagai sumber, baik pustaka maupun wawancara, untuk memvalidasi konsistensi dan 

reliabilitas data. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana data dari hasil studi 

pustaka dan wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menemukan hubungan antara asas 

hukum dengan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal. 
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Pembahasan 

 

Relevansi Asas Hukum dalam Sertifikasi Halal 

Asas hukum atau legal maxim memegang peranan penting dalam memberikan jaminan 

bahwa produk bersertifikat halal telah memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan syariat 

Islam. Beberapa asas hukum yang relevan dalam proses sertifikasi halal antara lain asas 

keadilan, asas kejujuran, dan asas kepastian hukum. Asas keadilan mengharuskan semua 

pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses sertifikasi halal, tanpa 

diskriminasi, sehingga tidak ada pihak yang diistimewakan. Dengan penerapan asas ini, 

konsumen akan merasa bahwa produk bersertifikat halal memiliki standar yang adil dan 

terpercaya (Ahmad et al., 2021). 

Selain itu, asas kejujuran dan asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa label 

halal yang diberikan pada suatu produk benar-benar sesuai dengan prosedur dan persyaratan 

yang ditetapkan. Asas kejujuran menekankan bahwa proses sertifikasi halal harus dilakukan 

dengan transparansi penuh sehingga tidak ada misrepresentasi terkait kehalalan produk. Dalam 

konteks ini, konsumen akan merasa lebih yakin bahwa produk yang mereka konsumsi tidak 

hanya aman secara kesehatan, tetapi juga memenuhi syarat kehalalan yang sah secara syariah 

(Rahman & Zain, 2022). 

Penerapan asas hukum dalam sertifikasi halal juga mendorong lembaga sertifikasi 

untuk memiliki standar operasional yang konsisten dan berlandaskan pada prinsip-prinsip 

keadilan dan kejujuran. Hal ini penting karena lembaga yang tidak konsisten atau kurang 

transparan dalam pelaksanaan tugasnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap produk 

bersertifikat halal. Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum dalam 

proses sertifikasi dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, karena konsumen 

merasa aman dengan adanya kepastian hukum dalam proses tersebut (Mustafa & Ibrahim, 

2020). 

Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal di Indonesia, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, 

dan kosmetik, merupakan upaya konkret dalam mengintegrasikan asas hukum dalam proses 

sertifikasi halal. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses sertifikasi halal 

memenuhi standar keadilan dan kejujuran, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi 

konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan halal terhadap produk yang dikonsumsinya 

(Ismail et al., 2021). Dengan adanya regulasi tersebut, asas hukum semakin terikat dalam 

struktur hukum yang lebih luas, sehingga memungkinkan terciptanya kepercayaan konsumen 

terhadap produk halal yang beredar di pasaran. 

 

Implikasi Penerapan Asas Hukum terhadap Kepercayaan Konsumen 

Penerapan asas hukum dalam proses sertifikasi halal memiliki implikasi yang 

signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen. Konsumen Muslim, khususnya di 

negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, menuntut jaminan 

bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai syariat 

Islam. Dalam hal ini, penerapan asas keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum dalam 

sertifikasi halal mampu memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk bersertifikat 

halal telah melalui proses yang adil dan transparan (Said et al., 2021). Penelitian menunjukkan 

bahwa dengan asas hukum yang diterapkan secara konsisten dalam sertifikasi halal, konsumen 

merasa lebih aman dan percaya bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal dan terjamin 

kualitasnya (Rahman & Hasan, 2020). 

Asas keadilan dan kejujuran sangat berperan dalam membangun kepercayaan 

konsumen, terutama karena konsumen mengharapkan transparansi penuh dari lembaga 

sertifikasi halal. Lembaga yang menerapkan asas keadilan memastikan bahwa semua produk 
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yang disertifikasi melalui proses yang sama tanpa memihak pada merek atau produsen tertentu, 

yang membantu membangun reputasi positif terhadap label halal itu sendiri. Studi oleh Amin 

dan Zulkifli (2022) menemukan bahwa konsumen lebih loyal terhadap produk bersertifikat 

halal yang mengikuti proses yang transparan, karena konsumen merasa yakin terhadap validitas 

sertifikasi tersebut. 

Penerapan asas kepastian hukum juga memiliki dampak penting terhadap kepercayaan 

konsumen, karena asas ini memberikan jaminan bahwa proses sertifikasi halal dilaksanakan 

sesuai regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi halal yang mengatur 

sertifikasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, menjadikan proses sertifikasi halal lebih kredibel dan terstruktur. Menurut 

penelitian oleh Khalid et al. (2023), konsumen merasa lebih aman saat membeli produk dengan 

label halal yang diakui pemerintah karena produk tersebut dipastikan telah mengikuti standar 

halal yang ditetapkan, sehingga meminimalkan keraguan akan kehalalan produk tersebut. 

Secara keseluruhan, penerapan asas hukum dalam sertifikasi halal dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. 

Peningkatan kepercayaan ini memberikan dampak positif bagi produsen karena konsumen 

yang merasa aman cenderung lebih loyal dan mengutamakan produk bersertifikat halal dalam 

pilihan konsumsi mereka. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, kepercayaan konsumen 

terhadap produk halal diharapkan akan terus meningkat, memperkuat industri halal secara 

keseluruhan (Ismail & Razak, 2022). 

 

Tantangan dalam Implementasi Asas Hukum pada Sertifikasi Halal di Indonesia 

Implementasi asas hukum dalam sertifikasi halal di Indonesia menghadapi sejumlah 

tantangan yang signifikan, meskipun asas keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum menjadi 

prinsip utama dalam menjamin validitas dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal. Salah satu 

tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dalam hal pendanaan, 

infrastruktur, maupun tenaga ahli di lembaga sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada proses 

sertifikasi yang lambat dan kurang efisien, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan 

konsumen. Menurut studi dari Rahmawati dan Zulkifli (2021), terbatasnya sumber daya 

menyebabkan proses sertifikasi menjadi mahal dan sulit diakses oleh pelaku usaha kecil dan 

menengah (UKM), yang justru menjadi mayoritas dalam industri halal. 

Tantangan lainnya adalah minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

produk yang menggunakan label halal tanpa melalui prosedur sertifikasi yang sah. 

Ketidakkonsistenan dalam pengawasan ini dapat menyebabkan konsumen ragu terhadap 

keabsahan sertifikat halal, terutama jika mereka mendapati produk dengan label halal yang 

tidak sesuai dengan standar. Studi oleh Sulaiman dan Arif (2022) menunjukkan bahwa 

pengawasan yang lemah meningkatkan risiko manipulasi atau penyalahgunaan label halal, 

yang pada akhirnya merugikan konsumen dan merusak reputasi industri halal. 

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya 

penerapan asas hukum dalam sertifikasi halal juga menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha 

yang masih menganggap bahwa sertifikasi halal hanyalah sekadar formalitas tanpa 

memperhatikan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam prosesnya. Hal ini diperkuat oleh 

temuan dari Ahmad et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan 

pemahaman di kalangan pelaku usaha tentang aspek hukum sertifikasi halal menyebabkan 

mereka tidak menjalankan prosedur sesuai standar yang ditetapkan. 

Di samping itu, masih adanya perbedaan standar antar lembaga sertifikasi halal turut 

memperumit implementasi asas hukum dalam proses sertifikasi. Hal ini membuat konsumen 

kebingungan mengenai keabsahan label halal yang mereka temui di pasaran. Menurut Rafiq 

dan Hidayat (2020), perbedaan standar ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat 
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merusak kepercayaan konsumen terhadap produk halal, karena standar yang bervariasi dapat 

memunculkan keraguan akan proses sertifikasi itu sendiri. 

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan 

regulasi, peningkatan edukasi bagi pelaku usaha, serta konsistensi dalam pengawasan agar 

implementasi asas hukum pada sertifikasi halal dapat berjalan optimal di Indonesia. Dengan 

mengatasi tantangan-tantangan tersebut, industri halal di Indonesia diharapkan dapat tumbuh 

lebih baik dan mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen Muslim. 

 

Rekomendasi Penguatan Regulasi Sertifikasi Halal melalui Pendekatan Asas Hukum 

Untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi halal 

di Indonesia, penguatan regulasi melalui penerapan asas hukum sangat diperlukan. Salah satu 

langkah utama adalah memperjelas standar operasional sertifikasi halal yang mengedepankan 

asas keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum. Regulasi yang jelas dan konsisten dapat 

membantu mencegah diskriminasi dalam proses sertifikasi serta memastikan bahwa semua 

pelaku usaha menjalani prosedur yang sama, tanpa adanya keistimewaan bagi pihak tertentu 

(Amin & Rahman, 2021). Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen 

yang semakin kritis terhadap keabsahan label halal yang beredar di pasar. 

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sertifikasi 

halal untuk memastikan mereka mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan. Penelitian 

menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat berkontribusi pada kredibilitas proses sertifikasi 

halal karena lembaga-lembaga ini harus transparan dan akuntabel dalam mengeluarkan 

sertifikasi (Fahmi et al., 2022). Pengawasan ini dapat mencakup audit berkala dan evaluasi 

terhadap kinerja lembaga sertifikasi, yang bertujuan untuk mencegah manipulasi atau 

penyalahgunaan label halal. 

Selain pengawasan, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha juga diperlukan agar 

mereka memahami pentingnya penerapan asas hukum dalam sertifikasi halal. Banyak pelaku 

usaha yang belum sepenuhnya memahami bahwa penerapan asas kejujuran dan kepastian 

hukum dalam proses sertifikasi dapat memberikan nilai tambah pada produk mereka. Dengan 

edukasi yang tepat, diharapkan pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk mengikuti proses 

sertifikasi dengan penuh integritas, sehingga konsumen merasa lebih yakin dan aman dalam 

membeli produk tersebut (Suhana & Mahmud, 2023). 

Peningkatan regulasi melalui penerapan asas hukum juga harus disertai dengan sanksi 

yang jelas dan tegas bagi pelanggaran dalam proses sertifikasi. Penerapan sanksi yang sesuai 

bagi pelanggar aturan akan memperkuat kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan label 

halal di pasar. Studi oleh Ibrahim dan Malik (2023) menyebutkan bahwa sanksi yang efektif 

dan tegas akan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi halal dan 

meminimalkan risiko pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. 

Secara keseluruhan, pendekatan asas hukum dalam penguatan regulasi sertifikasi halal 

di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan konsumen melalui transparansi, akuntabilitas, 

dan kepastian hukum. Dengan regulasi yang diperkuat melalui asas hukum yang jelas, industri 

halal diharapkan akan tumbuh lebih stabil dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim 

di Indonesia dengan lebih baik. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas hukum dalam 

proses sertifikasi halal memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap produk bersertifikat halal. Asas keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum 

menjadi prinsip dasar yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas 

dalam proses sertifikasi. Dengan penerapan asas hukum yang konsisten, konsumen merasa 
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lebih yakin bahwa produk bersertifikat halal yang mereka konsumsi memenuhi syarat dan 

prosedur sesuai dengan standar yang diatur. 

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi asas hukum, seperti keterbatasan 

sumber daya, kurangnya pengawasan yang ketat, serta minimnya pemahaman pelaku usaha 

tentang pentingnya asas hukum, menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Regulasi yang 

ada perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih efektif, edukasi bagi pelaku usaha, serta 

penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam proses sertifikasi. Langkah-langkah ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas sertifikasi halal di Indonesia. 

Secara praktis, peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dapat 

memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi industri makanan, kosmetik, dan farmasi yang 

berfokus pada pasar halal. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal data empiris 

yang lebih mendalam terkait penerapan asas hukum oleh berbagai lembaga sertifikasi halal. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar studi lebih mendalam dilakukan 

mengenai efektivitas regulasi dan pengawasan dalam proses sertifikasi halal, terutama di 

tingkat lembaga lokal dan nasional. Penelitian lanjutan juga sebaiknya mencakup evaluasi dari 

perspektif konsumen terkait efektivitas dan kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi halal, 

serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses tersebut. Dengan demikian, upaya penguatan regulasi dan 

penerapan asas hukum dalam sertifikasi halal dapat terus berkembang seiring dengan 

kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat di Indonesia. 
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